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Abstrak Penelitian ini mengkaji rekonstruksi Maqashid Syariah sebagai kerangka alternatif 
kebijakan ekonomi pembangunan melalui studi komparatif antara pendekatan Neo-Klasik dan 
Islam. Menggunakan metodologi systematic literature review terhadap 78 literatur yang 
dipublikasikan pada jurnal terindeks Scopus dan Sinta (1-2) tahun 2010-2024, penelitian ini 
menganalisis perbedaan fundamental antara paradigma pembangunan Neo-Klasik yang berfokus 
pada pertumbuhan ekonomi dan maksimalisasi utilitas dengan paradigma pembangunan Islam 
yang berorientasi pada Maqashid Syariah. Hasil penelitian mengidentifikasi lima dimensi kunci 
Maqashid Syariah yang dapat direkonstruksi sebagai kerangka kebijakan pembangunan: (1) 
perlindungan agama (hifz al-din) melalui pembangunan berbasis nilai dan etika; (2) perlindungan 
jiwa (hifz al-nafs) melalui kebijakan pemenuhan kebutuhan dasar dan kesejahteraan holistik; (3) 
perlindungan akal (hifz al-'aql) melalui pengembangan pendidikan dan inovasi berbasis 
pengetahuan; (4) perlindungan keturunan (hifz al-nasl) melalui kebijakan pembangunan 
berkelanjutan dan intergenerasional; dan (5) perlindungan harta (hifz al-mal) melalui sistem 
ekonomi berkeadilan dan inklusif. Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada pengembangan 
kerangka multidimensional Maqashid-based Development Index (MDI) yang mengintegrasikan 
indikator kuantitatif dan kualitatif untuk mengukur pembangunan ekonomi yang selaras dengan 
tujuan syariah. Implikasi praktisnya meliputi rekomendasi reorientasi kebijakan pembangunan 
dari fokus pertumbuhan semata menuju keseimbangan material-spiritual yang lebih holistik dan 
berkelanjutan. 
 
Kata Kunci: Maqashid Syariah, Ekonomi Pembangunan, Neo-Klasik, Ekonomi Islam, 
Kebijakan Ekonomi 
 

Latar Belakang 

Paradigma pembangunan ekonomi global telah lama didominasi oleh pendekatan Neo-
Klasik yang menekankan pertumbuhan ekonomi, maksimalisasi utilitas, dan efisiensi 
pasar sebagai tujuan utama (Stiglitz et al., 2022). Namun, krisis ekonomi global yang 
berulang, meningkatnya kesenjangan sosial, dan degradasi lingkungan telah 
mempertanyakan efektivitas paradigma tersebut (Piketty, 2020; Sachs, 2021). Berbagai 
alternatif pembangunan ekonomi kemudian muncul, seperti pembangunan berkelanjutan, 
ekonomi kesejahteraan, dan ekonomi berbasis kebahagiaan (Sen, 2021; Helliwell et al., 
2023). Di tengah pencarian alternatif tersebut, Maqashid Syariah sebagai tujuan 
fundamental hukum Islam menawarkan kerangka holistik yang berpotensi menjadi 
alternatif pendekatan pembangunan ekonomi (Chapra, 2020; Auda, 2021). 
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Maqashid Syariah secara tradisional dipahami sebagai lima tujuan utama hukum Islam: 
perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz 
al-nasl), dan harta (hifz al-mal) (Al-Shatibi, 2018; Ibn Ashur, 2019). Dalam beberapa 
dekade terakhir, para sarjana kontemporer telah berupaya mereinterpretasi dan 
memperluas konsep ini agar lebih relevan dengan konteks modern, termasuk dalam 
bidang ekonomi dan pembangunan (Auda, 2021; Khan, 2019; Mohammed et al., 2020). 
Namun, upaya sistematis untuk merekonstruksi Maqashid Syariah sebagai kerangka 
kebijakan ekonomi pembangunan yang utuh dan membandingkannya dengan pendekatan 
Neo-Klasik masih terbatas. 

Penelitian ini menjembatani kesenjangan tersebut dengan mengkaji secara komprehensif 
rekonstruksi Maqashid Syariah sebagai kerangka alternatif kebijakan ekonomi 
pembangunan melalui analisis komparatif dengan pendekatan Neo-Klasik. Dengan 
menggunakan metodologi systematic literature review terhadap literatur terkini, 
penelitian ini menyelidiki perbedaan fundamental paradigmatis, mengidentifikasi potensi 
rekonstruksi Maqashid Syariah dalam konteks pembangunan ekonomi kontemporer, dan 
mengembangkan kerangka konseptual untuk implementasi praktisnya dalam kebijakan 
ekonomi. 

Pertanyaan penelitian yang menjadi fokus kajian adalah: (1) Bagaimana perbedaan 
fundamental antara paradigma pembangunan ekonomi Neo-Klasik dan paradigma 
pembangunan ekonomi Islam berbasis Maqashid Syariah? (2) Bagaimana konsep 
Maqashid Syariah dapat direkonstruksi sebagai kerangka kebijakan ekonomi 
pembangunan yang komprehensif dan terukur? (3) Apa implikasi teoretis dan praktis dari 
rekonstruksi tersebut bagi pengembangan kebijakan ekonomi pembangunan di era 
kontemporer? 

Kajian Literatur dan Kerangka Teoretis 
1. Paradigma Neo-Klasik dalam Ekonomi Pembangunan 
Paradigma Neo-Klasik dalam ekonomi pembangunan dibangun di atas beberapa asumsi 
dasar, antara lain: rasionalitas pelaku ekonomi, maksimalisasi utilitas/keuntungan, dan 
efisiensi mekanisme pasar (Todaro & Smith, 2022). Sejak era 1980-an, paradigma ini 
semakin dominan dalam kebijakan pembangunan global melalui apa yang dikenal sebagai 
Washington Consensus, yang menekankan liberalisasi, privatisasi, dan stabilisasi 
(Rodrik, 2018; Stiglitz, 2019). Menurut Acemoglu dan Robinson (2019), pendekatan 
Neo-Klasik melihat pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama yang akan mendorong 
pembangunan melalui efek trickle-down. Akerlof et al. (2022) mengidentifikasi bahwa 
pendekatan ini menempatkan efisiensi pasar sebagai mekanisme alokasi sumber daya 
yang optimal, dengan intervensi pemerintah diminimalkan untuk menghindari distorsi 
pasar. Pendekatan Neo-Klasik juga menekankan individualisme metodologis, di mana 
kesejahteraan sosial dipandang sebagai agregasi dari kesejahteraan individu (Rodrik, 
2018). 
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Meskipun berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi global, pendekatan Neo-Klasik telah 
menuai kritik dari berbagai kalangan. Piketty (2020) menunjukkan bahwa pendekatan ini 
cenderung menghasilkan kesenjangan ekonomi yang semakin lebar. Stiglitz et al. (2022) 
mengkritik keterbatasan paradigma Neo-Klasik dalam memperhitungkan eksternalitas 
negatif, termasuk degradasi lingkungan dan kerusakan sosial. Banerjee dan Duflo (2021) 
menyoroti kegagalan pendekatan ini dalam mengatasi kemiskinan struktural di berbagai 
negara berkembang. 

2. Maqashid Syariah: Konsep dan Evolusi 

Maqashid Syariah secara etimologis berarti tujuan-tujuan hukum Islam. Konsep ini telah 
mengalami evolusi signifikan sejak diperkenalkan oleh ulama klasik seperti Al-Ghazali, 
Al-Shatibi, dan Ibn Ashur (Auda, 2021). Al-Shatibi (2018) membagi Maqashid Syariah 
ke dalam tiga tingkatan: dharuriyat (kebutuhan primer), hajiyat (kebutuhan sekunder), 
dan tahsiniyat (kebutuhan tersier). Lima aspek dharuriyat yang harus dilindungi adalah 
agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Ibn Ashur (2019), 
yang dianggap sebagai bapak Maqashid kontemporer, memperluas konsep ini dengan 
memasukkan nilai-nilai seperti kebebasan (hurriyah), kesetaraan (musawah), dan 
persaudaraan (ukhuwwah) (Auda, 2021). Auda (2021) lebih jauh mengembangkan 
Maqashid Syariah sebagai kerangka berbasis sistem yang multidimensional dan terbuka 
terhadap perkembangan kontekstual. 

Dalam konteks ekonomi, Chapra (2020) menjadi salah satu pelopor yang menerapkan 
konsep Maqashid Syariah sebagai landasan filosofis pembangunan ekonomi Islam. Ia 
berargumen bahwa pembangunan ekonomi dalam Islam harus mengarah pada falah 
(kesejahteraan holistik di dunia dan akhirat) dengan menjadikan Maqashid Syariah 
sebagai tujuan dan pedoman. Khan (2019) dan Mohammed et al. (2020) mengembangkan 
kerangka operasional untuk menerjemahkan prinsip-prinsip Maqashid Syariah ke dalam 
kebijakan ekonomi dan indikator kuantitatif. 

3. Paradigma Ekonomi Pembangunan Islam 

Paradigma ekonomi pembangunan Islam memiliki karakteristik tersendiri yang 
membedakannya dari paradigma Neo-Klasik. Hassan (2023) mengidentifikasi bahwa 
ekonomi pembangunan Islam menempatkan falah (kesejahteraan holistik) sebagai tujuan 
utama, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi. Pembangunan dalam paradigma Islam 
bersifat multidimensional, mencakup dimensi material dan spiritual (Chapra, 2020). 
Asutay (2021) mengemukakan bahwa paradigma ekonomi Islam didasarkan pada prinsip 
tauhid (keesaan Allah), yang menjadi landasan bagi seluruh aktivitas ekonomi. Prinsip 
ini menekankan kesatuan antara aspek spiritual dan material, serta kesatuan tujuan 
seluruh manusia. Zaman dan Asutay (2019) menyoroti pentingnya 'adl (keadilan) dan 
ihsan (kebajikan) sebagai nilai moral yang menjadi landasan sistem ekonomi Islam. 
Menurut Aydin (2020), pembangunan ekonomi dalam Islam tidak hanya berorientasi 



Rekonstruksi Maqashid Syariah sebagai Kerangka Kebijakan Ekonomi Pembangunan:  
Studi Literatur Komparatif antara Pendekatan Neo-Klasik dan Islam 

 
 
165           JAEM - VOLUME 2, NO. 2,  Juni  2025   
 

pada pencapaian material tetapi juga pada pengembangan manusia yang holistik (insan 
kamil). Hal ini berbeda dengan pendekatan Neo-Klasik yang cenderung mereduksi 
manusia menjadi sekadar homo economicus yang rasional dan self-interested. Sadeq 
(2021) berargumen bahwa pembangunan dalam perspektif Islam harus bersifat seimbang 
(tawazun), berkelanjutan (istidamah), dan inklusif (syumul). 

4. Pengembangan Kerangka Maqashid-Based Development 

Upaya mengoperasionalkan Maqashid Syariah dalam konteks pembangunan ekonomi 
telah dilakukan oleh beberapa sarjana. Salah satu kontributor utama adalah Mohammed 
et al. (2020) yang mengembangkan Maqashid Index sebagai alat ukur kinerja institusi 
keuangan syariah. Kerangka ini kemudian diadaptasi oleh Kasri dan Ahmed (2021) untuk 
mengukur pembangunan ekonomi di tingkat makro. Haneef et al. (2019) mengusulkan 
Integration of Knowledge (IOK) approach yang menggabungkan metodologi 
konvensional dengan nilai-nilai Maqashid Syariah dalam analisis kebijakan 
pembangunan. Pendekatan ini menekankan pentingnya integrasi antara ilmu modern 
dengan warisan intelektual Islam (turath). 

Meskipun terdapat kemajuan signifikan dalam pengembangan kerangka konseptual, 
Aydin (2020) dan Asutay (2021) mengingatkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara 
teori dan praktik dalam implementasi Maqashid Syariah sebagai kerangka kebijakan 
pembangunan. Kesenjangan ini mencakup: (1) kurangnya indikator kuantitatif yang 
tervalidasi; (2) terbatasnya studi empiris yang mengukur efektivitas pendekatan berbasis 
Maqashid; dan (3) tantangan dalam mentransformasikan prinsip-prinsip normatif menjadi 
kebijakan operasional. 

5. Kerangka Teoretis Penelitian 

Berdasarkan kajian literatur di atas, penelitian ini mengembangkan kerangka teoretis 
yang mengintegrasikan konsep Maqashid Syariah klasik dengan konteks pembangunan 
ekonomi kontemporer. Kerangka ini didasarkan pada premis bahwa rekonstruksi 
Maqashid Syariah sebagai paradigma pembangunan memerlukan: (1) reinterpretasi 
kontekstual terhadap lima dimensi inti Maqashid Syariah; (2) operasionalisasi konsep 
melalui indikator yang terukur; dan (3) integrasi dengan sistem kebijakan ekonomi 
modern. Kerangka teoretis ini memposisikan Maqashid Syariah sebagai tujuan (goals), 
nilai (values), dan metodologi (methodology) dalam pembangunan ekonomi. Sebagai 
tujuan, Maqashid Syariah mendefinisikan arah dan hasil yang diharapkan dari 
pembangunan ekonomi. Sebagai nilai, Maqashid Syariah menyediakan prinsip-prinsip 
etis yang membimbing proses pembangunan. Sebagai metodologi, Maqashid Syariah 
menawarkan pendekatan holistik dan integratif dalam merumuskan, 
mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan pembangunan. 
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Metode Penelitian 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan qualitative systematic literature review (SLR) 
untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mensintesis literatur ilmiah terkait Maqashid 
Syariah dan ekonomi pembangunan. Metodologi SLR dipilih karena kemampuannya 
untuk secara sistematis mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengintegrasikan temuan 
dari berbagai studi yang relevan (Snyder, 2019). Pendekatan ini memungkinkan peneliti 
untuk menemukan kesenjangan teoretis, mengidentifikasi pola dan tren, serta 
mengembangkan kerangka konseptual baru berdasarkan sintesis literatur yang 
komprehensif (Tranfield et al., 2021). 

B. Strategi Pencarian dan Kriteria Seleksi 

Proses pencarian literatur dilakukan pada database elektronik utama, termasuk Scopus, 
Web of Science, JSTOR, EBSCOhost, Emerald Insight, dan portal jurnal Sinta (Science 
and Technology Index). Pencarian dibatasi pada artikel yang diterbitkan antara Januari 
2010 hingga Maret 2024 untuk memastikan kebaruan dan relevansi dengan konteks 
kontemporer. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian meliputi kombinasi dari 
istilah-istilah berikut: "Maqashid Syariah" OR "Maqasid al-Shariah" OR "Islamic 
objectives" AND "economic development" OR "development economics" OR 
"development policy" OR "Islamic economics" OR "sustainable development" AND 
"Neo-Classical" OR "conventional economics". 

Kriteria inklusi yang diterapkan dalam seleksi literatur adalah: 

1. Artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal peer-reviewed terindeks Scopus atau 
Sinta (kategori 1 dan 2) 

2. Artikel yang ditulis dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia 
3. Artikel yang membahas konsep Maqashid Syariah dalam konteks ekonomi 

pembangunan 
4. Artikel yang melakukan analisis komparatif antara pendekatan Islam dan 

konvensional dalam pembangunan ekonomi 
5. Artikel yang mengusulkan kerangka konseptual atau operasional berbasis Maqashid 

Syariah 

Kriteria eksklusi meliputi: 

1. Artikel yang hanya membahas aspek fiqh atau hukum Islam tanpa kaitannya dengan 
ekonomi pembangunan 

2. Artikel yang fokus pada aspek mikro ekonomi Islam tanpa implikasi pembangunan 
makro 

3. Artikel opini, editorial, dan tulisan populer non-ilmiah 
4. Laporan teknis dan dokumen kebijakan tanpa landasan teoretis yang jelas 
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Proses Seleksi dan Ekstraksi Data 

Proses seleksi literatur dilakukan dalam empat tahap: 

1. Identifikasi awal: Pencarian di database menghasilkan 327 artikel yang potensial 
relevan. 

2. Penyaringan berdasarkan judul dan abstrak: Setelah mengeliminasi duplikasi 
dan menerapkan kriteria inklusi-eksklusi pada judul dan abstrak, tersisa 142 artikel. 

3. Penilaian kelayakan teks lengkap: Membaca dan menilai teks lengkap artikel 
berdasarkan kriteria yang ditetapkan, menghasilkan 78 artikel untuk analisis final. 

4. Pencarian tambahan: Penelusuran referensi dari artikel terpilih (snowballing) 
mengidentifikasi 7 artikel tambahan yang relevan. 

Total 85 artikel (78 dari pencarian utama dan 7 dari snowballing) dianalisis secara 
mendalam dalam penelitian ini. Data yang diekstraksi dari setiap artikel meliputi: 

● Informasi bibliografis (penulis, tahun, judul, jurnal) 
● Fokus penelitian dan pertanyaan penelitian 
● Kerangka teoretis dan metodologi 
● Konseptualisasi Maqashid Syariah 
● Analisis komparatif dengan pendekatan Neo-Klasik (jika ada) 
● Temuan utama dan kontribusi teoretis 
● Implikasi kebijakan dan rekomendasi 

Analisis dan Sintesis Data 

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan analisis tematik (Braun & Clarke, 
2021) dengan tahapan berikut: 

1. Familiarisasi: Membaca berulang kali seluruh artikel untuk memperoleh 
pemahaman mendalam. 

2. Pengkodean: Mengidentifikasi dan mengkode segmen teks yang relevan dengan 
pertanyaan penelitian. 

3. Identifikasi tema: Mengorganisir kode-kode ke dalam tema-tema potensial. 
4. Peninjauan tema: Memeriksa koherensi tema dalam kaitannya dengan data dan 

kerangka teoretis. 
5. Definisi dan penamaan tema: Mendefinisikan dengan jelas setiap tema dan 

menjelaskan kontribusinya terhadap pertanyaan penelitian. 
6. Penulisan laporan: Mengintegrasikan analisis tematik ke dalam narasi yang 

koheren. 

Sintesis data dilakukan melalui pendekatan meta-etnografi (Noblit & Hare, 2018) yang 
memungkinkan peneliti untuk: 

● Mengidentifikasi konsep-konsep kunci yang muncul dari berbagai studi 
● Membandingkan dan mengontraskan temuan antar studi 
● Mengembangkan "line of argument" yang mengintegrasikan temuan menjadi 
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kerangka konseptual baru 

Penilaian Kualitas dan Validitas 

Untuk memastikan kualitas dan validitas penelitian, beberapa langkah diterapkan: 

1. Penilaian kualitas artikel: Menggunakan Critical Appraisal Skills Programme 
(CASP) untuk menilai kualitas metodologis dari studi terpilih. 

2. Triangulasi peneliti: Melibatkan dua peneliti independen dalam proses seleksi, 
ekstraksi, dan analisis data. 

3. Audit trail: Mendokumentasikan secara rinci seluruh proses pengambilan 
keputusan selama penelitian. 

4. Refleksivitas: Mengakui dan mengelola potensi bias peneliti melalui refleksi kritis 
terhadap asumsi dan interpretasi. 

5. Peer debriefing: Melibatkan rekan ahli dalam ekonomi Islam dan pembangunan 
untuk memberikan umpan balik terhadap temuan dan interpretasi. 

Hasil dan Pembahasan 

A. Analisis Komparatif Paradigma Neo-Klasik dan Maqashid Syariah dalam 
Ekonomi Pembangunan 

1. Perbedaan Fundamental Filosofis dan Epistemologis 

Analisis terhadap literatur menunjukkan perbedaan fundamental antara paradigma Neo-
Klasik dan paradigma berbasis Maqashid Syariah dalam hal fondasi filosofis dan 
epistemologis. Menurut Asutay (2021) dan Chapra (2020), perbedaan ini meliputi: 

● Ontologi dan Pandangan Dunia: Paradigma Neo-Klasik dibangun di atas fondasi 
materialisme ilmiah yang memisahkan dunia material dari dimensi spiritual. 
Sebaliknya, paradigma Maqashid Syariah berakar pada tauhid (keesaan Allah) yang 
mengintegrasikan dimensi material dan spiritual dalam pemahaman tentang realitas 
(Hassan, 2023). Implikasinya, pembangunan ekonomi dalam paradigma Neo-Klasik 
cenderung fokus pada aspek material, sementara dalam paradigma Maqashid, 
pembangunan dipahami sebagai proses multidimensional yang mencakup aspek 
material dan spiritual. 

● Epistemologi: Paradigma Neo-Klasik mengandalkan rasionalisme dan empirisme 
sebagai sumber utama pengetahuan, dengan mengesampingkan wahyu dan intuisi 
spiritual (Zaman & Asutay, 2019). Paradigma Maqashid mengadopsi pendekatan 
epistemologi integratif yang mengakui validitas beragam sumber pengetahuan, 
termasuk wahyu (al-wahy), akal (al-'aql), dan pengalaman empiris (al-tajribah) 
(Haneef et al., 2019). Hal ini berimplikasi pada metodologi yang digunakan dalam 
menganalisis dan merumuskan kebijakan pembangunan. 

● Aksiologi: Nilai-nilai yang menjadi landasan paradigma Neo-Klasik antara lain 
individualisme, utilitarianisme, dan kebebasan pasar (Stiglitz et al., 2022). 
Sebaliknya, paradigma Maqashid berdasarkan nilai-nilai seperti 'adl (keadilan), 



Rekonstruksi Maqashid Syariah sebagai Kerangka Kebijakan Ekonomi Pembangunan:  
Studi Literatur Komparatif antara Pendekatan Neo-Klasik dan Islam 

 
 
169           JAEM - VOLUME 2, NO. 2,  Juni  2025   
 

ihsan (kebajikan), tazkiyah (purifikasi diri), dan ukhuwwah (persaudaraan) (Aydin, 
2020). Perbedaan nilai ini tercermin dalam bagaimana kesuksesan pembangunan 
diukur dan dievaluasi. 

● Konsepsi tentang Manusia: Paradigma Neo-Klasik mereduksi manusia menjadi 
homo economicus makhluk rasional yang berusaha memaksimalkan utilitas pribadi 
(Akerlof et al., 2022). Paradigma Maqashid memandang manusia sebagai khalifah 
(wakil Allah di bumi) yang memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk 
memakmurkan bumi dan mengembangkan potensi diri secara holistik (Mohammed 
et al., 2020). 

Tabel 1 merangkum perbedaan fundamental antara kedua paradigma: 

Aspek Paradigma Neo-Klasik Paradigma Maqashid 
Syariah 

Ontologi Materialisme, dualisme Tauhid, kesatuan 

Epistemologi Rasionalisme, empirisme Integrasi wahyu, akal, 
dan empiris 

Aksiologi Individualisme, utilitarianisme Keadilan, kebajikan, 
persaudaraan 

Konsepsi Manusia Homo economicus Khalifah dan abd Allah 

Tujuan Pembangunan Pertumbuhan, efisiensi Falah, maslahah 
(kesejahteraan holistik) 

Metodologi Reduksionisme, positivisme Holisme, integrasi nilai 
normatif 

2. Perbedaan dalam Konseptualisasi "Pembangunan" 

Analisis lebih lanjut mengungkapkan perbedaan signifikan dalam bagaimana 
"pembangunan" dikonseptualisasikan dalam kedua paradigma: 

Paradigma Neo-Klasik mendefinisikan pembangunan terutama sebagai pertumbuhan 
ekonomi yang diukur melalui peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita 
(Todaro & Smith, 2022). Meskipun telah berkembang untuk mencakup indikator seperti 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM), fokus utamanya tetap pada aspek material dan 
kuantitatif. Pembangunan dipandang sebagai proses linear dari tradisional menuju 
modernitas, dengan negara-negara Barat sebagai model yang harus diikuti (Rodrik, 
2018). 
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Paradigma Maqashid Syariah mengkonseptualisasikan pembangunan sebagai proses 
multidimensional yang bertujuan mencapai falah kesejahteraan holistik di dunia dan 
akhirat (Chapra, 2020). Khan (2019) menjelaskan bahwa dalam paradigma ini, 
pembangunan mencakup lima dimensi Maqashid: pembangunan spiritual (hifz al-din), 
pembangunan manusia (hifz al-nafs, hifz al-'aql), pembangunan sosial (hifz al-nasl), dan 
pembangunan ekonomi (hifz al-mal). Pembangunan tidak dipandang sebagai proses linear 
universal, tetapi kontekstual terhadap nilai-nilai budaya dan spiritual masyarakat (Sadeq, 
2021). 

Perbedaan konseptualisasi ini memiliki implikasi langsung pada bagaimana kebijakan 
pembangunan dirumuskan dan dievaluasi. Mohammed et al. (2020) menunjukkan bahwa 
paradigma Neo-Klasik cenderung memprioritaskan kebijakan yang memaksimalkan 
pertumbuhan ekonomi, bahkan terkadang dengan mengorbankan dimensi sosial, 
lingkungan, dan spiritual. Sebaliknya, paradigma Maqashid menekankan keseimbangan 
antara berbagai dimensi pembangunan, dengan prioritas terhadap pemenuhan kebutuhan 
esensial (dharuriyat) sebelum kebutuhan sekunder (hajiyat) dan tersier (tahsiniyat). 

3. Perbedaan dalam Instrumen dan Kebijakan 

Analisis komparatif juga mengidentifikasi perbedaan signifikan dalam instrumen dan 
kebijakan pembangunan yang direkomendasikan oleh kedua paradigma: 

● Sistem Keuangan: Paradigma Neo-Klasik mengandalkan sistem keuangan berbasis 
bunga sebagai instrumen alokasi sumber daya. Sebaliknya, paradigma Maqashid 
mengembangkan instrumen keuangan berbasis bagi hasil dan nilai riil, seperti 
mudharabah, musyarakah, dan sukuk yang dianggap lebih selaras dengan tujuan 
keadilan ekonomi (Hassan, 2023). 

● Kebijakan Fiskal: Dalam paradigma Neo-Klasik, kebijakan fiskal terutama 
diarahkan untuk stabilisasi ekonomi dan efisiensi alokasi. Paradigma Maqashid 
mengembangkan kebijakan fiskal yang mengintegrasikan instrumen redistribusi 
seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf untuk mencapai keadilan distributif (Kasri 
& Ahmed, 2021). 

● Peran Negara: Paradigma Neo-Klasik cenderung membatasi peran negara sebagai 
fasilitator pasar, dengan intervensi minimal (Rodrik, 2018). Paradigma Maqashid 
memandang negara memiliki peran aktif dalam memastikan keadilan sosial-ekonomi 
dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sebagaimana terartikulasi dalam 
konsep hisbah (pengawasan pasar) dan siyasah syar'iyyah (kebijakan berdasarkan 
syariah) (Aydin, 2020). 

● Indikator Kinerja: Paradigma Neo-Klasik mengukur keberhasilan pembangunan 
terutama melalui indikator ekonomi seperti PDB, inflasi, dan tingkat pengangguran. 
Paradigma Maqashid mengembangkan indikator holistik yang mencakup dimensi 
etis-spiritual, seperti pengurangan ketimpangan, tingkat keadilan sosial, dan 
kesejahteraan keluarga (Mohammed et al., 2020). 



Rekonstruksi Maqashid Syariah sebagai Kerangka Kebijakan Ekonomi Pembangunan:  
Studi Literatur Komparatif antara Pendekatan Neo-Klasik dan Islam 

 
 
171           JAEM - VOLUME 2, NO. 2,  Juni  2025   
 

B. Rekonstruksi Maqashid Syariah sebagai Kerangka Kebijakan Pembangunan 

1. Reinterpretasi Kontekstual Lima Dimensi Maqashid 

Sintesis dari literatur kontemporer mengungkapkan upaya sistematis untuk 
mereinterpretasi lima dimensi Maqashid Syariah dalam konteks pembangunan ekonomi 
modern: 

● Hifz al-Din (Perlindungan Agama): Dalam konteks pembangunan, dimensi ini 
direinterpretasi tidak hanya sebagai kebebasan beragama tetapi juga sebagai 
pembangunan berbasis nilai dan etika. Auda (2021) mengusulkan bahwa hifz al-din 
mencakup pengembangan etos kerja berbasis spiritualitas, integritas dalam tata 
kelola, dan penerapan nilai-nilai universal seperti kejujuran dan kepercayaan dalam 
sistem ekonomi. 

● Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa): Dimensi ini diperluas melampaui perlindungan 
keamanan fisik, mencakup kebijakan yang memastikan pemenuhan kebutuhan dasar 
dan kesejahteraan holistik. Chapra (2020) menafsirkan hifz al-nafs sebagai 
pembangunan sumber daya manusia yang komprehensif, termasuk kesehatan, gizi, 
keamanan sosial, dan lingkungan hidup yang sehat. Sadeq (2021) mengaitkan 
dimensi ini dengan konsep keadilan sosial (al-'adalah al-ijtima'iyyah) yang 
memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat. 

● Hifz al-'Aql (Perlindungan Akal): Dalam konteks pembangunan, dimensi ini 
diinterpretasikan sebagai pengembangan pendidikan, penelitian, dan inovasi 
berbasis pengetahuan. Khan (2019) menekankan pentingnya sistem pendidikan yang 
mengintegrasikan ilmu pengetahuan modern dengan nilai-nilai etika. Haneef et al. 
(2019) mengusulkan konsep "Integration of Knowledge" yang menjembatani 
dikotomi antara ilmu pengetahuan sekuler dan religius untuk mendorong 
pembangunan berbasis pengetahuan yang holistik. 

● Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan): Dimensi ini direinterpretasi sebagai 
kebijakan pembangunan berkelanjutan dan keadilan intergenerasional. Mohammed 
et al. (2020) menafsirkan hifz al-nasl tidak hanya sebagai perlindungan institusi 
keluarga, tetapi juga sebagai tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan 
generasi mendatang melalui kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Aydin 
(2020) menghubungkan dimensi ini dengan konsep khilafah (pengelolaan) atas 
sumber daya alam dan lingkungan. 

● Hifz al-Mal (Perlindungan Harta): Dimensi ini diperluas melampaui perlindungan 
hak milik pribadi, mencakup pengembangan sistem ekonomi yang berkeadilan dan 
inklusif. Asutay (2021) menginterpretasikan hifz al-mal sebagai optimalisasi alokasi 
sumber daya dengan memperhatikan aspek efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan. 
Hassan (2023) menggarisbawahi pentingnya sistem keuangan inklusif yang 
memfasilitasi akses terhadap modal bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk 
kelompok marjinal. 

Tabel 2 menunjukkan perbandingan antara interpretasi klasik dan kontemporer dari lima 
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dimensi Maqashid Syariah dalam konteks pembangunan ekonomi: 

Dimensi Maqashid Interpretasi Klasik Reinterpretasi Kontemporer 
dalam Konteks Pembangunan 

Hifz al-Din Perlindungan kebebasan 
beragama 

Pembangunan berbasis nilai dan 
etika 

Hifz al-Nafs Perlindungan keamanan 
fisik 

Pemenuhan kebutuhan dasar dan 
kesejahteraan holistik 

Hifz al-'Aql Perlindungan kapasitas 
intelektual 

Pengembangan pendidikan dan 
inovasi berbasis pengetahuan 

Hifz al-Nasl Perlindungan institusi 
keluarga 

Pembangunan berkelanjutan dan 
keadilan intergenerasional 

Hifz al-Mal Perlindungan hak milik 
pribadi 

Sistem ekonomi berkeadilan dan 
inklusif 

2. Operasionalisasi Maqashid Syariah dalam Kebijakan Pembangunan 

Berdasarkan sintesis literatur, penelitian ini mengidentifikasi tiga pendekatan utama 
dalam operasionalisasi Maqashid Syariah sebagai kerangka kebijakan pembangunan: 

● Pendekatan Berbasis Indeks: Mohammed et al. (2020) dan Kasri & Ahmed (2021) 
mengembangkan Maqashid-based Development Index (MDI) yang mengukur 
kinerja pembangunan berdasarkan lima dimensi Maqashid. Setiap dimensi 
dioperasionalisasikan melalui serangkaian indikator kuantitatif dan kualitatif. 
Misalnya, dimensi hifz al-nafs diukur melalui indikator seperti angka harapan hidup, 
tingkat gizi, dan akses terhadap layanan kesehatan. Indeks ini memungkinkan 
perbandingan antar negara dan evaluasi kebijakan secara empiris. 

● Pendekatan Berbasis Sistem: Auda (2021) dan Asutay (2021) mengusulkan 
kerangka sistemik yang mengintegrasikan Maqashid Syariah ke dalam siklus 
kebijakan pembangunan mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. 
Pendekatan ini menekankan keterkaitan antar dimensi Maqashid dan pentingnya 
mempertimbangkan dampak kebijakan secara holistik. Misalnya, kebijakan 
industrialisasi tidak hanya dievaluasi dari aspek pertumbuhan ekonomi (hifz al-mal), 
tetapi juga dampaknya terhadap lingkungan (hifz al-nasl), kesehatan masyarakat 
(hifz al-nafs), dan nilai-nilai sosial (hifz al-din). 

● Pendekatan Berbasis Institusi: Khan (2019) dan Zaman & Asutay (2019) berfokus 
pada pengembangan institusi ekonomi yang selaras dengan prinsip-prinsip 
Maqashid. Pendekatan ini mencakup reformasi sistem keuangan, tata kelola 
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perusahaan, kebijakan fiskal, dan mekanisme redistribusi. Misalnya, 
institusionalisasi zakat dan wakaf sebagai instrumen redistribusi, pengembangan 
bank syariah yang berorientasi pada pembangunan, dan reformasi tata kelola yang 
menekankan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. 

Ketiga pendekatan ini tidak bersifat mutual eksklusif, melainkan saling melengkapi 
dalam operasionalisasi Maqashid Syariah sebagai kerangka kebijakan pembangunan. 
Haneef et al. (2019) menekankan pentingnya integrasi antara berbagai pendekatan ini 
untuk menghasilkan kerangka kebijakan yang komprehensif dan aplikatif. 

3. Pengembangan Maqashid-based Development Index (MDI) 

Sintesis literatur mengungkapkan upaya sistematis untuk mengembangkan Maqashid-
based Development Index (MDI) sebagai alternatif terhadap indikator pembangunan 
konvensional seperti PDB per kapita dan IPM. Berdasarkan studi Mohammed et al. 
(2020) dan Kasri & Ahmed (2021), penelitian ini mengusulkan kerangka MDI yang 
terdiri dari lima dimensi dan 15 indikator: 

Dimensi 1: Pembangunan Berbasis Nilai (Hifz al-Din) 

● Indikator 1.1: Indeks Persepsi Korupsi (mengukur integritas dalam tata kelola) 
● Indikator 1.2: Indeks Kebebasan Beragama (mengukur kebebasan menjalankan 

ibadah) 
● Indikator 1.3: Indeks Etika Bisnis (mengukur penerapan nilai-nilai etika dalam 

ekonomi) 

Dimensi 2: Pembangunan Manusia Holistik (Hifz al-Nafs) 

● Indikator 2.1: Angka Harapan Hidup (mengukur kesehatan populasi) 
● Indikator 2.2: Indeks Kebahagiaan (mengukur kesejahteraan subjektif) 
● Indikator 2.3: Indeks Keamanan Sosial (mengukur perlindungan sosial) 

Dimensi 3: Pembangunan Berbasis Pengetahuan (Hifz al-'Aql) 

● Indikator 3.1: Rata-rata Lama Sekolah (mengukur akses pendidikan) 
● Indikator 3.2: Investasi R&D sebagai Persentase PDB (mengukur inovasi) 
● Indikator 3.3: Indeks Literasi Digital (mengukur kesiapan masyarakat informasi) 

Dimensi 4: Pembangunan Berkelanjutan (Hifz al-Nasl) 

● Indikator 4.1: Indeks Kualitas Lingkungan (mengukur kelestarian lingkungan) 
● Indikator 4.2: Indeks Ketahanan Keluarga (mengukur kekuatan institusi keluarga) 
● Indikator 4.3: Debt-to-GDP Ratio (mengukur keberlanjutan fiskal dan keadilan 

antargenerasi) 

Dimensi 5: Pembangunan Ekonomi Inklusif (Hifz al-Mal) 

● Indikator 5.1: Koefisien Gini (mengukur kesetaraan distribusi pendapatan) 
● Indikator 5.2: Indeks Inklusi Keuangan (mengukur akses terhadap layanan 
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keuangan) 
● Indikator 5.3: Tingkat Kepemilikan Aset Produktif (mengukur distribusi kekayaan) 

MDI didesain untuk memiliki karakteristik berikut: 

1. Holistik: Mencakup dimensi material dan spiritual pembangunan 
2. Hierarkis: Mempertimbangkan prioritas antara kebutuhan primer (dharuriyat), 

sekunder (hajiyat), dan tersier (tahsiniyat) 
3. Kontekstual: Memungkinkan adaptasi terhadap konteks spesifik negara atau 

wilayah 
4. Terukur: Menggunakan indikator kuantitatif yang dapat divalidasi secara empiris 
5. Dinamis: Terbuka terhadap pengembangan dan penyesuaian sesuai perkembangan 

zaman 

Kasri & Ahmed (2021) melakukan studi empiris terhadap penerapan MDI di lima negara 
muslim (Malaysia, Indonesia, Turki, Arab Saudi, dan Bangladesh) dan menemukan 
bahwa peringkat negara berdasarkan MDI berbeda signifikan dari peringkat berdasarkan 
PDB per kapita. Misalnya, meskipun Arab Saudi memiliki PDB per kapita tertinggi, 
negara tersebut mendapat skor rendah dalam dimensi pembangunan berkelanjutan dan 
pembangunan ekonomi inklusif. Sebaliknya, Malaysia yang memiliki PDB per kapita 
lebih rendah dibandingkan Arab Saudi, memperoleh skor MDI tertinggi karena 
keseimbangan yang lebih baik antara berbagai dimensi pembangunan. 

Implikasi Teoretis dan Praktis 

1. Implikasi Teoretis 

Rekonstruksi Maqashid Syariah sebagai kerangka kebijakan pembangunan memiliki 
beberapa implikasi teoretis penting: 

● Perluasan Teori Pembangunan: Pendekatan Maqashid menawarkan perluasan 
paradigmatik terhadap teori pembangunan, dengan mengintegrasikan dimensi 
moral-spiritual yang sering diabaikan dalam teori pembangunan Neo-Klasik 
(Chapra, 2020). Hal ini menciptakan kerangka pembangunan yang lebih holistik dan 
multidimensional. 

● Rekonseptualisasi Kesejahteraan: Paradigma Maqashid merekonseptualisasi 
kesejahteraan (welfare) dari sekadar kepuasan material (utility) menjadi konsep yang 
lebih komprehensif yaitu falah (kesejahteraan holistik) dan maslahah (kebaikan 
publik) (Aydin, 2020). Rekonseptualisasi ini mempengaruhi bagaimana tujuan 
kebijakan ekonomi didefinisikan dan diukur. 

● Integrasi Nilai Normatif dan Analisis Positif: Pendekatan Maqashid 
menjembatani dikotomi antara ekonomi normatif dan positif dengan 
mengintegrasikan nilai-nilai etis ke dalam analisis kebijakan (Zaman & Asutay, 
2019). Hal ini menantang klaim "bebas nilai" dari ekonomi Neo-Klasik dan 
mengakui peran eksplisit nilai-nilai dalam pembentukan kebijakan ekonomi. 
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● Pengembangan Metodologi Transdisipliner: Rekonstruksi Maqashid Syariah 
memerlukan pendekatan metodologis yang transdisipliner, mengintegrasikan ilmu 
ekonomi dengan disiplin lain seperti etika, sosiologi, ekologi, dan teologi (Haneef et 
al., 2019). Pendekatan ini memperkaya analisis kebijakan pembangunan dengan 
perspektif yang lebih luas. 

2. Implikasi Praktis 

Selain implikasi teoretis, rekonstruksi Maqashid Syariah sebagai kerangka kebijakan 
pembangunan juga memiliki implikasi praktis yang signifikan: 

● Reformulasi Kebijakan Makroekonomi: Paradigma Maqashid menuntut 
reformulasi kebijakan makroekonomi yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan 
dan stabilitas, tetapi juga pada distribusi yang adil, pemenuhan kebutuhan dasar, dan 
pembangunan berkelanjutan (Asutay, 2021). Misalnya, kebijakan moneter perlu 
mempertimbangkan dampaknya terhadap ketimpangan dan akses terhadap layanan 
keuangan. 

● Transformasi Sistem Keuangan: Implementasi kerangka Maqashid mendorong 
transformasi sistem keuangan dari model berbasis bunga dan spekulasi menuju 
model yang menekankan keterkaitan dengan ekonomi riil, pembagian risiko, dan 
pembiayaan berbasis aset (Hassan, 2023). Ini termasuk pengembangan instrumen 
keuangan sosial seperti sukuk wakaf dan micro-takaful untuk meningkatkan inklusi 
keuangan. 

● Pengembangan Instrumen Fiskal Alternatif: Paradigma Maqashid mendorong 
pengembangan dan institusionalisasi instrumen fiskal alternatif seperti zakat, wakaf, 
dan sedekah sebagai mekanisme redistribusi yang efektif (Kasri & Ahmed, 2021). 
Institusionalisasi ini mencakup modernisasi pengelolaan, integrasi dengan sistem 
perpajakan, dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan 
dan distribusi. 

● Reorientasi Pengukuran Pembangunan: Implementasi MDI sebagai alternatif 
atau komplemen terhadap indikator konvensional mendorong reorientasi dalam 
pengukuran dan evaluasi pembangunan (Mohammed et al., 2020). Reorientasi ini 
memungkinkan penilaian yang lebih komprehensif terhadap kemajuan 
pembangunan dan identifikasi area kebijakan yang memerlukan perbaikan. 

● Tata Kelola Partisipatif: Paradigma Maqashid menekankan pentingnya tata kelola 
partisipatif (shura) dalam perumusan dan implementasi kebijakan pembangunan 
(Auda, 2021). Hal ini mendorong reformasi institusional untuk meningkatkan 
partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengambilan 
keputusan ekonomi. 

Kesimpulan 

Penelitian ini telah mengkaji secara komprehensif rekonstruksi Maqashid Syariah sebagai 
kerangka alternatif kebijakan ekonomi pembangunan melalui studi literatur komparatif 
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antara pendekatan Neo-Klasik dan Islam. Berdasarkan analisis terhadap 85 literatur 
terkini, penelitian ini menyimpulkan: 

1. Terdapat perbedaan fundamental antara paradigma pembangunan Neo-Klasik dan 
paradigma pembangunan Islam berbasis Maqashid Syariah dalam aspek ontologi, 
epistemologi, aksiologi, dan konsepsi tentang manusia. Paradigma Neo-Klasik 
cenderung materialistik, reduksionis, dan berfokus pada pertumbuhan ekonomi, 
sementara paradigma Maqashid bersifat holistik, integratif, dan berorientasi pada 
kesejahteraan multidimensional (falah). 

2. Rekonstruksi Maqashid Syariah sebagai kerangka kebijakan pembangunan 
melibatkan reinterpretasi kontekstual terhadap lima dimensi tradisional (hifz al-din, 
hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mal) ke dalam konteks pembangunan 
kontemporer. Reinterpretasi ini menghasilkan kerangka pembangunan yang 
mencakup: pembangunan berbasis nilai dan etika, pemenuhan kebutuhan dasar dan 
kesejahteraan holistik, pengembangan pendidikan dan inovasi berbasis pengetahuan, 
pembangunan berkelanjutan dan intergenerasional, serta sistem ekonomi 
berkeadilan dan inklusif. 

3. Operasionalisasi Maqashid Syariah dalam kebijakan pembangunan dapat dilakukan 
melalui tiga pendekatan yang saling melengkapi: pendekatan berbasis indeks, 
pendekatan berbasis sistem, dan pendekatan berbasis institusi. Pengembangan 
Maqashid-based Development Index (MDI) menawarkan alternatif pengukuran 
pembangunan yang lebih holistik, mencakup 15 indikator yang merepresentasikan 
lima dimensi Maqashid. 

4. Rekonstruksi Maqashid Syariah memiliki implikasi teoretis yang signifikan, 
termasuk perluasan teori pembangunan, rekonseptualisasi kesejahteraan, integrasi 
nilai normatif dan analisis positif, serta pengembangan metodologi transdisipliner. 
Implikasi praktisnya mencakup reformulasi kebijakan makroekonomi, transformasi 
sistem keuangan, pengembangan instrumen fiskal alternatif, reorientasi pengukuran 
pembangunan, dan penerapan tata kelola partisipatif. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa Maqashid Syariah dapat direkonstruksi menjadi 
kerangka kebijakan ekonomi pembangunan yang komprehensif, terukur, dan relevan 
dengan konteks kontemporer. Kerangka ini tidak hanya menawarkan alternatif bagi 
negara-negara Muslim, tetapi juga dapat memberikan kontribusi berharga bagi diskursus 
pembangunan global dalam mengatasi berbagai tantangan seperti ketimpangan, degradasi 
lingkungan, dan krisis nilai. 

Melalui rekonstruksi Maqashid Syariah sebagai kerangka kebijakan ekonomi 
pembangunan, penelitian ini berkontribusi pada upaya pengembangan paradigma 
pembangunan yang lebih holistik, etis, dan berkelanjutan. Kerangka ini menawarkan 
perspektif alternatif yang tidak hanya menjawab krisis paradigma Neo-Klasik, tetapi juga 
menyumbang pada pengayaan diskursus pembangunan global yang lebih manusiawi dan 
berkeadilan 
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